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BAB III 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni 

pembahasan, maka penulis dapat menarik 3 kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Penggunaan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam 

Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon 

Progo menggunakan beberapa skema yang telah diatur di dalam Peraturan 

Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan 

Usaha. Selain itu, tahapan dalam pembangunan infrastruktur ini adalah atas 

prakarsa badan usaha yang selanjutnya dapat didaftarkan sebagai proyek 

strategis nasional. Skema yang digunakan dalam KPBU ini adalah design-

build-finance-operate-manage-transfer (DBFOMT). 

2. Kendala dari Penggunaan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 

dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA 

Kulon Progo adalah wilayahnya yang secara langsung menggunakan tanah 

Kasultanan dan Tanah Desa yang menyebabkan terdapat kendala dalam hal 

pengadaan tanah itu sendiri dikarenakan hal tersebut bersingungan lagnsung 

dengan Peraturan yang menyangkut terkait dengan Keistimewaan daerah 

yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta terkait dengan Pertanahan dan Tata Kelola Kota yang 

nantinya bersingungan dengan perolah barnag milik negara yang 

menyebabkan tumpang tindih kewenangan dikarenakan DIY dan pemerintah 
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memiliki kewenagan dalam pengelolaan tersebut. Tidak hanya hal tersebut, 

namun dari konsep pengembalian aset infrastruktur dari Objek KPBU juga 

menjadi sebuah kendala dalam penggunaan skema KPBU ini. 

3. Upaya dalam mengatasi Kendala dari Penggunaan Skema Kerjasama 

Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 

Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo adalah dengan cara melakukan 

Pengajuan dari izin Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa dalam 

bentuk sewa maupun pelepasan dan penggantian tanah yang sebanding  yang 

diatur di dalam Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten, dan 

Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah 

Desa.  Selain itu, terkait dengan pengembalian aset infrastruktur sehabis 

konsensi pada saat ini Pihak PJPK dan pihak keraton atau kesulatanan DIY 

masih diupayakan terkait dengan aset infrastruktur yang melewati daerah 

sultan ground tersebut, namun pada saat ini masih menggunakan skema 

pembayaran sewa bahkan setelah masa konsensi selesai yang berarti telah 

kembalinya objek KPBU ke tangan PJPK, pemerintah masih harus 

memberikan uang sewa kepada pihak kasultanan untuk membayar sewa 

tanah kasultanan tersebut. Akan Tetapi di beberapa wilayah, dapat diterapkan 

mengenai upaya pelepasan dan pengadaan tanah pengganti sesuai degnan 

Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah 

Desa.   
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B. Saran 

1. Pemerintah haruslah terus menyempurnakan kerangka atau regulasi 

terkait dengan regulasi KPBU, karena pada dasarnya KPBU ini 

masilhlah hal yang berkembang di Indonesia itu sendiri. Hal ini guna 

mendukung kelancaran pembangunan infrasturktur. 

2. Pemerintah Pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dengan segera 

menyelesaikan permasalahan terkait dengan Pengadaan Tanah di daerah 

Yogyakarta di Tingkat Nasional. 
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